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5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai pengaruh belanja operasional (X) terhadap belanja modal (Y) dalam realisasi alokasi belanja Pemerintah Pusat RI tahun anggaran 2004 - 2005, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Realisasi alokasi belanja operasional pemerintah pusat RI tahun 2004 – 2008 canderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Sadono Sukirno dalam bukunya “Pengantar makroekonomi”, untuk tetap dapat mempertahankan fungsinya dalam melayani publik maka suatu organisasi publik harus terlebih dahulu menjaga terpenuhinya kebutuhan dirinya sendri (operasional), setelah kebutuhan dirinya terpenuhi maka diharapkan fungsi publiknya tersebut menjadi lebih maksimal. kecendrungan peningkatan biaya operasional ini dapat dipandang wajar jika mengacu dengan kecendrungan peningkatan harga-harga komoditas ekonomi sehingga pemerintah pusat sebagai organisasi publik yang pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang sebagai penggerak perlu untuk mendapatkan perhatian lebih yang pada umumnya ditandai dengan peningkatan imbal jasa sebagai bentuk penghargaan.  
Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009 diungkapkan bahwa diantara delapan jenis belanja negara, terdapat dua pos belanja yang memiliki fungsi multiplier lebih untuk mendukung pemerataan pembangunan jika dibandingkan dengan pos lain. Dua pos belanja yang dimaksud tersebut adalah belanja modal dan bantuan sosial. Jika diklasifikasikan kembali maka pos belanja modal berdiri sendiri sedangkan belanja untuk bantuan sosial digolongkan kedalam belanja operasional. Jika telah diketahui bahwa alokasi untuk pos bantuan sosial memiliki dampak multiplier yang lebih dibanding pos lainnya namun mengapa jika ditelusuri lebih dekat, sebaran proporsi realisasi pos alokasi belanja operasional ini jika diurutkan dari persentase alokasi terbesar sampai terkecil adalah  meliputi : belanja operasional untuk pemberian subsidi, belanja operasional untuk belanja pegawai, belanja operasional untuk pembayaran bunga utang, belanja operasional untuk belanja barang, dan belanja operasional untuk bantuan sosial. Mengapa pos subsidi, belanja pegawai, pembayaran utang bunga, dan belanja barang memiliki persetase alokasi yang lebih tinggi di bandingkan pos alokasi untuk bantuan sosial. 
2. Perkembangan belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah pusat RI selama 2004 - 2008 jika pertahun cukup baik. Walaupun dana alokasi untuk belanja ini tidak pernah bisa mengalahkan belanja operasional dan bahkan alokasinya sempat menurun di tahun kedua namun berdasarkan data pada tiga tahun kebelakang terlihat pergerakan naik dari alokasi pada pos belanja ini. Kenaikan pergerakan ini diharapkan pula menandakan mulai seriusnya pemerintah pusat RI dalam usaha meningkatkan belanja modal ke depannya. 
3. Berdasarkan data realisasi alokasi belanja operasional dan belanja modal pemerintah pusat RI dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi di belanja operasional  peningkatan cenderung akan di ikuti dengan peningkatan belanja modal. 
Hasil analisa pengaruh belanja operasional terhadap belanja modal dalam penelitian ini menegaskan bahwa benar terdapat pengaruh sebesar 91,7% yang diberikan belanja operasional terhadap belanja modal sedang 8,3% lainnya adalah faktor lain. Jika diamati lebih jauh, meskipun memiliki arah hubungan yang searah, namun hasil ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa sejauh ini kebijakan pengalokasian belanja pemerintah pusat RI lebih condong kepada belanja operasional dari pada belanja modal dengan perbandingan jauh 9:1 (90%:10%). Dengan kata lain realisasi alokasi belanja modal belum tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang rill dilapangan, tetapi ketersediaan sisa dana setelah digunakan untuk membiayai belanja operasional. 
5.2  SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai pengaruh belanja operasional (X) terhadap belanja modal (Y) dalam realisasi alokasi belanja Pemerintah Pusat RI tahun anggaran 2004 - 2005, maka penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran yang membangun untuk kemajuan instansi sebagai berikut:


1. Sebaiknya pemerintah pusat sebagai wakil rakyat dalam membuat kebijakan arah dan alokasi belanja operasional akan lebih memprioritaskan alokasi kepada pos-pos belanja yang sekiranya memiliki dampak multiplier yang lebih luas, seperti bantuan sosial sehingga semua masyarakat indonesia dapat merasakan langsung  manfaat dari dana yang dikeluarkannya itu. 
2. Sebaiknya pemerintah pusat sebagai wakil rakyat dapat membuat kebijakan arah dan alokasi belanja modal kepada usaha permodalan yang padat karya dari pada padat modal, karena pembukaan usaha baru terlebih yang padat karya diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran yang semakin hari semakin menjamur.
3. Angka alokasi dalam pos belanja yang tinggi  tidak selalu buruk dan tidak selalu baik. Alokasi yang tinggi kedalam pos belanja operasional terkadang kurang efektif dan efisien untuk memberikan dampak multiplier kepada perbaikan kondisi pertumbuhan dan perekonomian negara namun alokasi yang tinggi kedalam pos belanja modal juga tidak selalu baik jika pengalokasian tersebut lebih tertuju kepada usaha padat modal dan bukan padat karya. Memang tidaklah mudah bagi pemerintah ketika ia dibebankan oleh begitu banyak harapan dan keinginan rakyatnya, namun dengan berpegang teguh kepada usaha memilih pos belanja berdasarkan masa manfaat yang lebih lama dinikmati diharapkan pemerintah akan mampu membawa rakyatnya kepada kesejahteraan dan kemakmuran hidup bersama seperti yang di cita-citakan dalam undang-undang dan pancasila. 


